WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2018—22023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

f1"i  Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 272
ayat (1) dan ayat (2) Serta Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonsia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
yang telah diverifikasi untuk dapat ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan  Peraturan  Walikota  Palopo tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Palopo Tahun 2018-2023



.
Mengingat

: 1.

10.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan. ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Palopo Tahun 2012-2032;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005 -2025;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Palopo Tahun 2018-2023.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA
PALOPO TAHUN 2018 - 2023.

BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Palopo.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Walikota adalah Walikota Palopo

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Palopo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disibut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan

penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.



(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI PENYUSUNAN RENSTRA
Pasal 3

(1) Renstra bertujuan untuk menjabarkan visi dan misi
Walikota terpilih kedalam program dan kegiatan
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.

(2) Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Palopo
Tahun 2018-2023 serta mengacu pada RPJPD Kota
Palopo Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai:

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelesaian
permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah
serta menentukan strategi dan arah kebijakan;

b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan
Rancangan Renja Perangkat Daerah.

BABIV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah menjabarkan rencana
program dan kegiatan serta pendanaan dari masing-
masing Perangkat Daerah Kota Palopo yang meliputi :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Sawerigading;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,;
6. Badan Perecanaan Pembangunan Daerah;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

10. Dinas Pertanahan,

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;



13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;,

14. Dinas Sosial,

15. Dinas Tenaga Kerja,

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

18. Dinas Kebudayaan;

19. Dinas Pemuda dan Olah Raga;

20. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

22.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

24, Sekretariat Daerah,;

25. Sekretariat DPRD;

26. Inspektorat;

27.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
29. Badan Pendapatan Daerah,;

30. Dinas Ketahanan Pangan,;

31. Dinas Persandian dan Statistik;

32. Dinas Kearsipan;

33. Dinas Komunikasi dan Informatika;
34. Dinas Perpustakaan;

35. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
36. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
37.Dinas Perikanan;

38. Dinas Perdagangan,

39. Dinas Perindustrian;

40. Dinas Transmigrasi;

41.Kecamatan Wara Selatan,;

42. Kecamatan Sendana;

43. Kecamatan Wara Timur;

44, Kecamatan Wara;

45. Kecamatan Mungkajang;
46.Kecamatan Wara Barat;

47 Kecamatan Wara Utara;
48.Kecamatan Bara,;

49, Kecamatan Telluwanua;



(2) Rincian program .dan kegiatan serta pendanaan Renstra
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Palopo.

Dtetapkan di Palopo
pada tanggal 26 April 2019

| 1 LEA i f‘( WALIKOTA PALOPO,

o= for I - . JUDAS AMIR
: 3. Kabag .......l0KUM | '

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 26 April 2019

Pj. SE TARIS DAERAH KOTA PALOPO,

JAMAkUDDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 10



LAMPIRAN :
NOMOR

10 TAHUN 2019

KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO
TANGGAL

26 April 2019

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALOPO

f
}

WL Wit e

No Perangkat Daerah Hal No Perangkat Daerah Hal
1 | Dinas Pendidikan - 24 Sekretariat Daerah _
2 | Dinas Kesehatan | 25 | Sekretariat DPRD
3 | RSUD Sawerigading ' ' 26 | Inspektorat
4 | Dinas Pekerjaan Umum dan | Badan Kepegawaian dan
Penataan Ruang | | |27 | Pengembangan Sumber
5 | Dinas Perumahan dan Daya Manusia
Pemukiman = : 28 | Badan Pengelolaan i
6 | Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah |
Pembangunan Daerah . 29 | Badan Pendapatan Daerah |
- Badan Penelitian dan =~ 30 | Dinas Ketahanan Pangan
- Pengembangan Daerah 31 | Dinas Persandian I
— 8 | Dinas Perhubungan 32 | Dinas Kearsipan |
9 | Dinas ngkungan Hidup 33 | Dinas Komunikasi dan !
Dan Kebersthan Informasi ;
' 10 | Dinas Pertanahan | 34 | Dinas Perpustakaan
11 Dinas Kependudukan dan 35 | Dinas Pertanian Peternakan
Pencatatan Sipil | Dan Perkebunan
Dinas Pemberdayaan | 36 | Dinas Pariwisata dan
12 | Perempuan dan ‘ » Ekonomi Kreatif
Perlindungan Anak 37 | Dinas Perikanan
Dinas Pengendalian 38 | Dinas Perdagangan
13 | Penduduk dan Keluarga | 39 | Dinas Perindustrian :
| Berencana .| 140 | Dinas Transmigrasi i
14 | Dinas Sosial 41 | Kecamatan Wara Selatan .
15 | Dinas Tenaga Kerja 42 | Kecamatan Sendana .
16 | Dinas Koperasi Usaha 43 | Kecamatan Wara Timur l
. Kecil dan Menengah . 44 | Kecamatan Wara |
Dinas Penanaman Modal , 45 | Kecamatan Mungkaiang !
17 | Dan Pelayanan Terpadu | 46 | Kecamatan Wara Barat |
Pintu | 47 | Kecamatan Wara Utara |
18 | Dinas Kebudayaan 48 | Kecamatan Bara
19 | Dinas Pemuda dan Olahraga 49 | Kecamatan Telluwanua E
20 | Dinas Satuan Polisi Pamong |
___ Praja =
21 | Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan !
22 | Badan Kesatuan Bangsa |
dan Politik |
23 | Badan Penanggulangan
| Bencana Daerah =
WALIKOTA PALOPO,
TelAH DIFCRIKCA F‘J.{ F TAL S
1. Sekretaris Kota fl . JUDAS AMIR
p 2 LIISET O S r 8



